S PAMUDIT

Pendahuluan

EMBAHASAN masalah mengenai i

an, bahwa keberadaan Daerah-daerah Ting-

belumnya. Dalam arti perubahan menyang-

kut kewenangan otonominya, pengelolaan’
sumber-sumber, pendapatan daerah, pembi- -
naan kemampuan staf dan sebagainya; wa- -

laupun Undang-undang No. 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokek Pemerintahan di
Daerah telah berlaku selama kurang lebih
enam, belas tahun. Hal ini perlu dikaji lebih
mendalam untuk mengetahui sebab-musa-
babaya sampai terjadi keadaan demikian,
latar belakang permasalahannya, dan lang-
kab-langkah apa vang perlu diambil demi

tik berat otonomi pada Daerah Ting-
kat II ini didorong oleh pertimbang
' 'undang yang mengatur masalah descntralb
kat'II' dewasa ini belum banyak mengalamz o
peribahan dibanding dengan masa-masa se

 Permasalahannya akan -didekati--r'sccéra
eksploratif, empiris dan induktif dengan

_ mempela}an praktlk pemermtahan daerah

: perti tampak pada penst:wa—perisnwa yang
:terjadl bemiang»ulang secara ntmis dalam

gasi dan ctonomi daerah untuk kemudian

ditarik keszmpulan umum. Atas dasar kesun-_;
‘pulan umum mliah selan;utnya diajukan
alternatif-aliernatif baru. Dalam kaitannya
- dengan permasalahan di dalam tulisan‘ini,

alternatif tersebut ialah ’’meletakkan: titik
berat otonomi pada Daerah. Tingkat . I1.”
Dengan mengaen pada apa yang diuraikan
di atas, maka tulisan ini diberi judul *’Mak-
na Daerah Tingkat II Sebagai Titik ‘Berat
Pelaksanzan Otonomi Daerah.”’

Otonomi Bertingkat Sepanjang Masa

upaya mewujudkan cita-cita desentralisasi
dan otonomi daerah yang terkandung di da-
lam Undang-undang No. § Tahun 1974 ter-
sebut.

Permasalahan teniang titik berat otono-
mi daerah ini timbul adalah karena MNagara
Republik Indonesia mengamut paham oto-
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. nemx i)emngkat di mana belakangan ini le-
bzh tampak adanya hubungan hlrarkls an—-.

otenom:__'__daerah dalam.pengertian modern,
vaitu sejak dikeluarkannya Undang-undang
Desentrahsam dahun 1903 oleh Pemerintah.
Be]anda : g e e o

Dalam sejarah pemermtah di Indonesza
desentrahsasx dan otonom daerah muial di-
perkenaikan meialul Undang~undang Desen-
tral;s__am_(Decentralzsatle_ Wet) 1503 denga_n"
dibukanya” kemungkinan membentuk Dae-
rah-daerah Otonom vang bernama “’Lacale
Ressorten.’””. Langkah menuju desentralisasi
dan  otonomi. fini ialah. diundangkannya :
Undang-undang -atau - Ordonansi Dewan- .
dewan Daerah . (Locale Raden Ordonanrze).
dalam Lembaran Negara (Steaisbled) 1905 -
Mo.. 181 Atas.dasar ordonansi ini dibentuk-
lah, Dewanndewan Daerah Gewest {Geweste- .
lijke Raden) Gewest adalah daerah adminis- -
tranf yang klra~k1ra sama.dengan. hngkung— '
an Keresxdenan yang otonom,,,

Khusus di Tuar Jawa 'di beberapa' kota
penting dibentuk juga Dewan—dewan Kota-
praja’fi Gemeemema‘en) di samping beberapa '
Dewan setemnat (Plaatsehjke Raden). YN
ngena: pembentukan Gemeenteraden, yang
menank perhatzan 1aiah ”bahwa pahhan se- '

2015

leving” (suatu ‘lingkungan tersendiri yang: = .

“bercorak Barat “di tengah :masyarakat Ti- . .

mur)”’ (Wajong; 1975) Gemeenteraden inii =
akhirnya menjelma menjadi -Staatsgeme:antéc;'3= T
atau Kotapraja (versi Undang-undang No. 1
Tahun 1957), .selanjuinya menjadi Kota-
madya {vem U"idang-undang No. 5. Tahu-;
1974) e :

Walaupun desentrahsas; dengan memb&, N
rikan otonomi kepada daerah-daerah padaff'._ r
masa ita dlmlzu udak memuaskan namun - -
keada_an _t_erse_bu_t _m@;‘upak_an titik awal_ygn__g
mematahkan sistem sentralisasi yang kuat.
Karena desentralisasi dengan bentuk locale
ressorten tadi tidak memuaskan dan secarz
politis sudah ketinggalan zaman, maka dia-
dakanlah perombakan pemermtahan.’l'
{(daerah) dengan dikeluarkannya Bestuur-
shervormingswet 1922, dengan menyisipkan
pasal -119-122 pada:?Indische Staatsregel: ;-
ing'’ (Peraturan Dasar Ketatanegaraan Hin-
dia Belanda).

Berdasarkan Undang—undang 1tu dlke—i
luarkanlah Undang-undang atau Ordonans{;_
Propinsi {Provincie-ordonantie), Lembaran
Megara 1924 No. 78.yang disusul-pemben-
inkan Propinsi. Jawa Barat (1925), Jawa Ti-
mur -(1927) - dan - Jawa : Tengah - (1929);:
Undang-undang atau ordonansi:Kabupaten:
{ Regentschapsordonantie), Lembaran Nega-:"
ra 1924 No. :79.yang menjadi dasar bagi :
pembentukan Dewan-dewan: Kabupaten %
(Regentschapsraden) di ketiga Propinsi Jawa .-
Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah; Un--=-
dang-undang - atan Ordonansi ‘Kotapraja - -
{Stadsgemeente-ordonantiel, Lembaran
Negara. 1926 No. 365 vang mengubah Ge--
meenteraden di Jawa menjadi Stadsgemeen-..

i) kotar 'fa«ya% mempu-
nyai banyak penduduk asing, cq. Beianda
sebab “'Gemeents itu dilihat sebagax een
Westersche enci&va in gen Gosi;ersche samm«

A L e it -
wEoiaprayar

Bagi luar Jawa 'berlakl_.i_ _Staicisigam'eeme

Ore:%onantze Bmtengewesten Lemhaian Ne-




B gara 1938 No 131 yang mengubah Gemeente-__

1 in (di luar Jawa) Daerah—daerah ini .
( '_ _ rapkan akan mempunya1 status menye~ i

Wethouders” (Wayong 1975)

Dengan demikian: men}adl ge!as bahwa '
dese_nl:rahsasz pada:waktu itu berkembang

mengarah: kepada :pemerintahan: daerah
vang bersifat kolegial,
akan mewarnai perkembangan desentrahsa51

dan otonozm daerah pada masa-masa sutelah .

kemerdekaan P

Pada:zaman: pendudukan ‘Jepang, Hin-

dia Belanda dibagi menjadi-tiga wilayah ke--

kuasaan ‘militer;: yaitu  Sumatéra di-‘bawah
kekuasaan Komandan Pasukan Darat (Ri-

kugun)ke:25 yang berkedudukan.di Bukit-

Tinggi, Jawa di‘bawah:kekuasaan Koman-

dan’ Pasukan Darat (Rikugun) ke-16 yang
berkedudukan' di Jakarta, Kepulauvan lain- -

aya:di bawah kekuasaan Komandan Pasu-
kan ‘Laut (Kaigun) berkedudukan di Ma-
kasar (UJjung Pandang)." Pemerintahan di
ketiga wilayah tersebut pada hakikatnya me-
ngikuti “struktur - organisasi- Pemerintahan

yang selanjutnya:

- ANALISIS csrs,'l_.iéée_-s

kan juga Propinsi’ yang merupakan’ daerah-
‘otonom yang dibentuk atas dasar desentrali--
sasi.< Berdasarkan: Peraturan Pemerm b
pendudukan Jepang, Osamu Sirej N
Tahun 2602:(1942) “Jawa dibagi ke
Syuu:. (Keresxdenan) dikepalai-oleh: s,
Syuu—cookan (Remden) “Syun dibagi
lam 50 “(Kotapraja) yang dlkepalal ole
OO0 (Wahkota) dan Ken' (Kabupaten_
dikepalai oleh: Ken-coo (Bupati). ‘Ken diba-"
gi-kesdalam’® Gun (Kewedanaan) dlkepaial
oleh:Gun-coo : (Wedana). ‘Gun." ‘dibagi- kef'-i
dalamSon (Kecamatan) dikepalai oleh Son-
coo (Camat/Asisten Wedana) dan akhxrnya
Son ‘dibagi-ke dalam Ku (Desa/Keiurahan) :
yang dikepalai oleh Ku-e00 (Kepala Desa/ -
Lurah) Di samping itu masih terdapat . Koo—
t (Kesultanan dan Kesunanan) Yogyakarta :
dan Surakarta. Susunan Pemerintaban dj
Iuar Jawa/Madura se}auh mungkm chsesu_
kan dengan d1 Jawa/Madura (Suwarno Han— 5-:.
dayanmgrat 1982} :

‘Pada - awal pemer'intahahnya 'Tentara'f:'
Pendudukan Jepang tidak lagi menyelengga-
rakan ‘desentralisasi. Pemerintahan dilaku- -
kan secara terpusat (sentrahsasz) melalui Re-
siden, Bupati dan Walikota, sedangkan
dewan-dewan yang ada di propinsi, kabu— _
paten dan kotamadya dlhapuskan Hal mz ‘
dapat d}paharm karena untuk keperluan p 8
rangnya Jepang memerlukan bertindak | ce-
pat dan ini hanya dimungkinkan apabila ke
kuasaan dikendalikan secara terpusat. Men-
Jelang berakhirnya pendudukan penguasa.
Jepang melakukan manuver politik dengan ..
membentuk dewan-dewan daerah di keresi-
denan yang diberi nama Syuu Sangikai. dan .
di kotamadya diberi nama Tokubetsu. S:

q‘”’”’*”’ E’“”a—leeﬁy&%&auu;a ucwaw—ucwgu,_

Hiudid Bcidﬂda.

Hanyg saja di Jawa terdapat perombak-
an yang agak berarti, yaitu jabatan Guber-
nur dihilangkan, yang berarti menghapus-

daerah ini bertugas tidak lebih daripada..
mendengarkan ceramah-ceramah, - nasihai-
nasihat, permtah»perintah dan keinginan- -
keinginan penguasa Jepang.
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.;.Pada awa! -zaman kemerdekaan, desen-

i rahsasz dan otononu daerah dimulai dengan

C _1keiuarkannya Undang—undang No. 1 Ta-

_mzdibentukiah Komite Nas1onai Daerah; ke-
}cuah untuk Surakarta danVogyakarta, pada
--:tmgkat keresxdenan, kota otonom, kabupa-
ten -dan: daerab-daerah lain yang dianggap

- ‘pertu’ oi_eh_ Menteri Dalam Negeri (Pasal 1).

‘Secaraeksplisit juga disebutkan bahwa pada
tingkat kewedanaan atau yang lebih rendah
daripada-itu‘tidak diadakan Komite Nasic-
nal ‘Daérah;*Juga di tingkat propinsi tidak
-diadakan komite vang seperti itn, karena
-propinsi (oionom) telah dihapuskan oleh pe-
nguasa J epang, sedangkan propms: yang di-
bentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 hanya
bers;fat ad '_mstratlf belaka,

Kepala daerah dalam hal ini yang “di-
maksudkan adalah pamong praja, memim-
pm ‘dan bersama Komite Nasmnal Daerah
sebagaz Badan Perwakilan Rakyat Daerah,
meiaksanakan tugas pekerjaan mengatur ru-
mah tangga daerahnya, asai tidak berten-
tangan dengan pemermtah pusat dan peme-
rmtah daerah yang lebih’ atas (Pasal 2}. Oleh
Kementenan Dalam Negeri, Undang-
undang No 1 Tahun 1945 itu dibuat penje-
lasanny_a ya_ng antar_a Iam menyebutkan fi
Komite Nasional Daerah itu hendaknya
menjadi badan legislatif, dipimpin oleh Ke-
pala Daerah, sedang sebagian dari Komite
Nasional-Baerah itu -dipimpin [pula] oleh
Kepala Daerah, hendaknya menjaiankan pe-

Jeiaslab bahwa undang—undang ini merupa-
kan undang-undang vang pertama yang me-
ngatur.deseniralisasi dan otonomidaerah se-
telah Indonesia merdeka,

1975]... .. tap-atau.diwilayab-Indenesia Timurberlakn

a3

* Usaha-usaha penyempurnaan desentralj-

-sasi dan otonomi‘daerah mencapai hasilnya .
pada -saat ditetapkannya "Undang-undang " "

No. 22 Tahun 1948 yang menggantikan Up- -
dang—undang No. I Tahun 1945 yang sangat

sederhana. Undang—undang No 22 Tahun
1948 tersebut merupakan mamfestas: se-
mangat nasmnal yang membenkan isi terha-

dap Pasal 18 Undang—Undang Dasar 1945

[Wajong, 1975] Undang—undang tersebut-
pada dasarnya menetapkan ' '

1. landasan :pelaksanaan desentralisasi
yang rasional sebagai-sarana memperce-
pat kemajuan rakyat di daerah;

2. -dia_dakar;nya ‘tiga ‘tingkatan daerah. oto-

“nom, yaitu propinsi bagi Daerah Tingkat
I, kabupaten dan kota besar bagi Daerah
Tingkat II dan desa (kota kecil, negari,
margadan sebagamya) bagl Daerah Ting—

wokat 111 : :

3. memodermsam dan mendmamlsasz peme-
rintahan desa ‘dengan ‘menjadikannya
Daerah Tingkat 1II;

4. menghilangkan - dualisme : pemermtahan
di daerah; : ;

3. pembentukan Daerah Istimewa di daerah-
daerah yang mempunyai hak asal-usul
dan di zaman sebelum Republik Indone-

~sia telah mempunyai pemerintahan .eidi-
i L By :
Sebagai pelaksanzan dari u'nd_ang-

undang ini dibentuklah propinsi-propinsi
otonom di Jawa, Sumatera dan Kalimantan,
sekaligus dengan kabupaten-kabupaten oto-
nom dan kota besar otonom pada masing-
masing propinsi, Khusus pada propinsi- -
propinsi di Jawa dibentuk juga kota kecil.
Di luar pulau jawa, Sumatera dan Kaliman-

undang-undang pemeriniahan daerah tersen-
diri, yaitu Undang-undang No. 44 Tahun
1850, Undang-undang ini jiwanva ‘mende-
kati Undang-undang Mo, 22 Tahun 1948,
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' :.-:hanya saja dlsesualkan dengan Stmktur Ne-
ga) ,.;Bag:an Pada waktu beriakunya

_nomi daerah, Demikian puIa keuka Repu-
“blik” Indonesxa memberlakukan ﬁndang»
Undang Dasar Sementara (UUDS) '1950
"-yang menganut faham liberalisme, maka di-
-tetapkaza Undangtundang ‘tentang - Pokok-
po}_mk Pemerintahan ‘Daerah: yang ‘baru,
yang--_dikena]. sebagai-Undang-undang Mo. 1
Tahun 1957, Berdasarkan undang-undang
«ini dimungkinkan pembeniukan daerah oto-
‘nom sampai tiga tingkatan,; walaupun-dalam
praktek pembentukan tersebut baru sampai
pada Daerah Tingkat I1. Daerahswapraja
-dapat.ditetapkan -sebagai ‘Daerah Istimewa
‘Tingkat-1 (seperti-Daerah Istimewa Yogya-
karta}, Tingkat I {misainya: Daerah Istime-
wa Kutal;: Daerah Istimewa Berau dan lain
sebagainya) dan Tingkat IIT yang berhak
mengurus rumah tangganya sendiri. Di sam-
ping dtu, terdapat pula perangkat pemerin-
tah-daerah yang seakan-akan-terpisah-dari
perangkat: pemerintah pusat di-daerah vang
setingkat, sehingga terjadilah dualisme pe-
merintahan. Hal yang terakhlr ini dianggap
mempakan salah safit kelemahan dam
undang»undang tersebut '

Dengan berlakunya kembah Undang—
Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Pre-
siden 5.Juli 1939, maka dipandang periu me-
ngadakan perubahan dalam pelaksanaan de-
sentrahsam dan otonomni daerah dengan

ma untuk menghﬁangkan kaiemahanwkele-
mahannya dan untuk menyesuaikan dengan
jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar

' ANALISIS CSIS; 1990-3

1945. Pemerintah menetapkan 'kebijéi{ ; _?13._
an:bahwa ci_ekonsent_ras’i ~dan: dese_xi:_t lisasi

nntahan di daerah harus dlhapuska'
-karena. peﬁyesuaxan_ te_rsebut s_angat:.:

6 Tahun 1959, yang kemudmn dﬂe "kapz
‘dengan - Penetapan: Presiden - No...2; Tahun
1960 dan No..5 Fahun 1960, Sebagian maten
-dari. Penetapan-penetapan Presiden tersebut
serta unsur-unsuryang dipandang baik dari
undang-undang tentang pemerintahan dae-
rah yang ada sebelumnya, kemudian diserap
ke dalam Undang-undang ‘tentang ‘Pokok-
pokok Pemerintahan Daerah No. 18 Tahun

_ Berdasarkan undang—unciang mx'wﬂayah
negara dabag: atas daerah yang berhak me-
ngatur dan mengurus mmah tangganya sen-
diri dan tersusun dalam tiga tingkatan vaitn
propinsi dan/aiau kotaraya sebagai Daerah
ngkat i kabupaten dan/atau kotamadya
sebaga; Daerah Tingkat II, kecamatan dan/
atau kotapra;a sebagal Daerah ngkat HI
Selain_ itn dlteiapkan “juga bahwa Kepal&
Daerah adalah alat pusat dan alat ciaerah
Ketentuan ini dlmaksudkan untuk menmpta—
dapat menjamin pemermtah ‘yang berwxba—
wa dan efektxf -dari Negara Kesatuan RL
Sampa; d;gantznya undanmundang ini. cle»
ngan undang-undang yang baru pada zaman
Orde Baru yaitu Undang-undang No. § Ta-
hun 1974 belum dlbentuk Daerah ngkat
I1i.

Demikianlah uraian ringkas tentang de-
sentrai:sa51 dan otonoml daerah dalam sem

bahwa selama ini terdapat kemgnan YaARE
kuat uniuk mewujudkan otonomi bertingkat
di mana daerah otonomi disusun dalam tiga
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: ngkatan namun -sepanjang perjalanannya

m nggangg stabihtas nasxonal

i 'EmE{ ;:B'é_a'a;i_ Omnamé. pada Daerah
. Tingkat II: Suata Jalan Kelnar

. Pada Béb"'terdahulu' telah disimpulkan

bahwa sebagax warisan zaman kolonial, di
Negara Repubhk Indonesia telah diprakiek-
' I«;an otonom: bert;ngkat dengan segala keku-
rangannya ‘berlandaskan Undang-undang
No 1 Tahun 1945, Undang—undang No. 22
Tahun 1948 Undang-undang No. 44 Tahun
1950 (khusus untuk wﬂayah MNegara Indone-
sig- ’I‘imur/NiT) Undang~undang No. ! Ta-
hun 1957 dan Undang—undang Mo. 18 Tahun
i%S Aaanya kekurangan ‘tersebut sebenar-
nya ‘sudah dzsadari dan dxperh;tungkan semk

awal kemerdekaan oleh beberapa pexmmpin_

bangsa Indonesza

'::-Bung_H_ati‘a__, misainya, telah menyadari
adanya: kekurangan tersebut pada tahun
1946 ketika menyinggung masalah otonomi
daerah: .pada -kesempatan Konperensi Pa-
mong Prajz -di Solo walaupun dalam kon-
teks masalah kedaulatan rakvyat {Gerald S.
Maryanov, dalam The Liang Gie, 1968). Pa-
da kesempatan lain pads tahun 1956, Bung
Hatta kembali mencetuskan konsepsinya
ientang ‘sistem ‘pemerintahan daerah (yang
kemudian ‘dikenal dengzan nama Konsepsi

ns

dapatnya bahwa untuk mendekatkan demo-; .
krasi yang bertanggung jawab kepada rak- . - .
vat, makayang terbaik adalah. titik berat pe~ SRR
merintahan sendiri (menurut pénuiis, inilah .
vang dimaksud. dengan titik-berat otonom;} s

diletakkan pada kabupaten. .

_ ?mpmsx dalam sxstem yang demrkian IHI__ : e
akan merupakan badan koordmaﬂ dari ka-
bupaten (Daerah Tingkat 11 yang ada di ling- B
kungannya) Pada pemermtahan propmsr--

tidak ada Dewan Perwakﬂan Rakyat Daerah
yang anggota-anggotanya iangsung dlpllih

oleh ra%:yat melainkan dztunguk oleh dan:

merupakan utusan kabupaten Dengan me-
nitik beratkan otonmm pada kabupaten
maka kabupaten dapat membina perkem—
bangan desa-desa untuk mencapai tingkat
kemampuan “mengurus rumah tangganya

sendiri’’ di dalam arti vang sebaik-baiknya:
(Dr. Mohammad Hatta, ’* Lampau dan Da-:

tang,” Ir. Suyamto, 1983). Konsepsi Bung
Hatta -ini memperoleh ‘tanggapan dari bes-
bagai kalangan para-ahl, walaupun dengan
berbagai macam versi dan modifikasi.

Soetardjo Kartohadikeesoemo dalam ka-
rangannya yang berjudul Konsepsi Hatta di-
tulis dalam majalah Swefanirg menekankan
perlunya Konsepsi Hatta itu didokung, agar
otonomi daerah dapat berlangsung secara
efekiif dan efisien dalam waktu yang sing-
kat. Dalam hal ini ditafsirkan bahwa kabu-
paten yang otonom itu terdiri dari desa-desa
yang juga mengurus rumah tangganya sendi-
ri (merupakan desa otonom) yang disebut
desapraja. Sedangkan mengenai -propinsi
yang ada ini (yang otonom} dinyatakannya
semata-mata buatan Pemerintah Belanda
dengan meniru keadaan di negerinya, yang

Hatta); vaitu; dalam pidato penerimaan ge-

lar doktor'kehormatan dari Universitas Ga-

djgh Mada; Di dalam konsepsinya tersebut
Doktor Muhammad Flatia menyatakan pen-

¥ :uu’!;uu d;aau.t_;ui.;\an b é;Lu :acz.ja uwu uaug‘
sa Indonesia, maka ssba:kny& dihapuskan
saja.

Kadarman Wreksonotoprodjo dalam bu-




'(oionom) yang bertmgkat-tmgkat karena:

'mempersuht jalannya pemermtahan ya:tn

_.memerlukan peraturan— peraturan yang berli-
" ku-liku dan dengan sendirinya tidak efisien.
"--M Wongso Négom __clan' Prof. Hazairin
' Arnya’.m _ghen _akl'penyederhana-'

an. tmgkafan daerah~daerah otonom. Deml-_
kian ula Prof Nasrun, Jend. A.H. Nasu-_

tmn dan lam-Iam menyatakan per}unya sis-
'tem pemarmtahan daerah djtata kembah ka—'
rena sistem yéng' ada sampai saat 1tu (sek;tar
tahun 1957~I958) dlanggap mempunya; ba—

nyak keiemahan (Ir Suyamto 1983)

Menyadarl akan ke]emahan—keiemahan
tersebut; maka Pemerintah-Orde Bare bera-
saha:mencari jalan: keluar dengan melaku-
kaniperubahan-perubahan mendasar dalam
penyélenggaraan desentralisasi dan otonomi
daerah;-yang tertuang ke:dalam (aris-garis
Besar:Haluan MNegara vaitu-Ketetapan MPR
No. IV/MPR/1973 vang antara lain menya-
takan

1. Asas desentrahsasx dlgunakan seimbang
-dengan asas-dekonsentrasi di mana asas
~dekonsentrasi tidak lagi dipandang seba-
.- gal. suplement atau pe!engkap dari asas
~desentralisasi; e :

2. . Prinsip vang dianut tidak lagi pnn51p 0o~

-nomi.seluas-luasnya, melainkan otonomi

+yang nyata dan.bertanggung jawab, hal
~mana kemudian dipertegas lagi oleh MPR

.-dengan Ketetapannya Mo, IV/MPR/1978
menjadi otonomi yang nyaia, dinamis
.dan -bertanggung jawab (S. Pamudii,
1980). - -

ANALISIS cs’xéf; ;590_3

dapat-para pakar; maka penyusun Rencana
Undang-Undang (RUU) ‘yang aka
barkan Ketetapan MPR tersebuit 1 me_

bahwa pemberian ‘otonomi-kepada d
harus’ memandang dan mengutamak

seg1~segx daya guna dan hasﬂ guna dalam
penyelenggaraan’ pemermtahan di. daerah;'- di
samping tentu saja tidak boleh mengabalkan
aspek pendemokrasian.

Dalam hu_b:mgan ini -tingkatan—tiggkéf_gn
daerah otonom harus disederhanakan. Bah-
kan dalam rangka penyederhanaan ini pen-
dapat yang dominan menyatakan, bahwa
yang paling ideal otonomi itu hanya diberi-
kan pada satu tlngkat daerah otonom: saja
vaitu daerah setingkat kabupaten atau kabu—
paten yang diperluas, dengan tetap memberx-
kan kemungkinan . adanya desa~desa yang

*otonom’’ di dalam kabupaten itu (rnenye—
rupai Konsepsi Hatta). Walaupun pe_x;dapat
ini memperoleh dukungan yang kuat di ka-.
langan anggotz penyusun RUU, _tetapif_'_'c"i_i—_
anggap belum waktunya untuk diwujudkan
karena masih adanya pihak-pihak yang"'t'eiap
menghendaki diteruskannya sistemn sepem
yang dilandaskan pada undang~undang se-
belumnya yaitu adanya tingkatan daerah
otonomi (otonomi bertingkat). Untuk ‘mem-
buka jalan diwujudkannya konsepsi yang
ideal tadi di kemudian hari, maka diambil
jalan keluar berupa titik berat otonomi yang
sudah perlu mulai dxletakkan pada Daerah
Tingkat I1. :

. Setelah melalui pembahasan yang cukup
seru akhirnya pokok-pokok pikiran tersebut
diterima dan terumus dalam pasalpasal

Arahan ini dijabarkan lebih lanjut dalam
undarig-undang yang akan mengatur pokok-
pokok pemerintahan di daerah, Dengan
memperhatikan berbagai konsepsi dan pen-

Undang-undang Wo. 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. De-
nzan mengkaji Penjelasan Undang-undang
tersebut dapat diketahui bahwa tujuan de
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. --:-sentrahsas; dengan -pemberian otonomi ke-
: ada daerah ‘adalah  meningkatkan. daya
B una dan: hasﬂ ‘guna penyelenggaraan peme-

“rintahan didaerah, terutama dalam pelaksa-
an pembangunan dan peiayanan masyara-
erta untuk meningkatkan jpembinaan
poht_ k dan kesatuan bangsa (Pen-

:.--'::adanya keserasxan antara kepentingan-ke-
pentmgan tekms administraiif dengan
_'kepentmgan—kepentmgan pohms vang mele-
' t ‘pada “kebijaksanaan otonomi daerah
ang mgm k1ta wujudkan

- -Pengemukaan prinsip daya guna dan ha-
-gil’ guna';'.--penye}enggaraan pemerintahan de-
-pgan tit;i_k;'berat perhatian pada aspek pem-

bangunan dan:pelayanan masyarakat (aspek
teknis administratif) mendahului prinsip sta-
‘bilitas ‘politik:'dan kesatuan bangsa (aspek
“politis) it 'mengandung makna bahwa pem-
berian ‘otonomi kepada suatu daerah seha-
rusnya didukung oleh faktor-faktor yang
bersifat teknis administratif, yang secara mi-
.iiiinal dapat menjamin kemampuan daerah
_untuk mengatur dan mengurus rumah tang-
_ganya, sendln Ini berarti bahwa ruang ling-
kup per__um_bangan teknis sebagaimana dite-
__téiﬁ_kan oleh pasal 4 ayat (1) undang-undang
tersebut harus benar-benar dipenuhi, Kese-
rasian antara pertimbangan teknis adminis-
‘tratif dengan pertimbangan politis merupa-
_kan sesuatu yang ideal.

' Sementara itu memang harus diakui bah-
‘wa dalam prakteknya pertimbangan-pertim-
bangan politis sangat menonjol, terutama
‘yang berkaitan dengan aspek pendemokra-
sian di samping masalah-masalah yang ter-
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aspirasi politik vang pada hakikatnya ingin

menempatkan Pemerintah. Daerah sebagai ..
bagian penting dari sistem MNegara Kesatuan -~ -

Republik Indonesia.: Aspirasi ini kemudian
dituangkan terakhir ke dalam UU-No. 5/
1974, di mana asas desentralisasi dan pembe-

rian -otonomi kepada -daerah dilaksanakan

bersama-sama:-dengan -asas: dekonsenirasi,
seria- memberi. kemungkinan bagi pelaksa-
naan tugas pembantuan (*medebewind”’
atau ¥ co-administration’’).

:Hal ini berarti bahwa penampilan Peme-
rintah Daerah tidaklah didominasi oleh aspi-
rasi otonomi, seperti yang mungkin terkesan
pada berbagai UU sebelumnya, di mana asas
dekonsentrasi ditempatkan sebagai peleng-
kap saja dari asas desentralisasi, Oleh kare-
na itu pula prinsip otonomi daerah pada UU
Mo, 5/1974 dirumuskan sebagai '’ otonomi
yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab
(penyempurnaan oleh Tap MPR),” semen-
tara UJU No. 15/1965 merumuskan sebagai
M otonomi vang seluas-luasnya.”” Dari sudut
politis, mudah dipahami bahwa perubahan
prinsip dan orientasi yang terlihat dari ULJ
Mo. 18/1965 ke UU No. .5/1974 tersebui
akan menempatkan asas desentralisasi dan
otonomi daerah pada posisi yang dipandang
tidak akan membahayakan keutuhan Nega-
ra Kesatvan, yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan
doktrin nasional Wawasan Nusantara. Lang-
kah pengamanan politis itu kemudian lebih
dikonkritkan melalui Pasal 11 ayat (1) UU
MNo. 5/1974 yang telah meletakkan titik berat
otonomi pada Daerah Tingkat IL

Menurut interpretasi penuhs, langkah-

mengar

Eatt-dengan-stabititaspoliticdanrkesatuan
bangsa. Hal ini dapat dipahami karena Pasal
18 JUD 1945 yang berkenaan dengan peme-
rintahan daerah, di dalamnya terkandung

dung empat pokok pzkaran yaltu

1. Dari segi politis, keterbatasan luas wila-
yah, pengelompokan etnis, jumiah pen-
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dﬁ’diik" “dai potensi’ sumber daya ‘pada

ebagai suatu; lmgkungan pemerm»
tahan yang secara mutlak tidak memiliki
-~ poiensi separatis dan tidak membuka pe-
luang agi berkembangnya aspirasi fede-
€ ngan demzk;an, perkemoangan
ono_nu yang secara ‘bertahap mengarah
*- pada kemandirian serta peningkatankua-
" litas partisipasi politik masyarakat, akan
dapat tetap terkendali di'dalam kerangka
Negara Kesatuan Republik Indonesia,
T yang berdasarkan’ Dancas;}a dan Undang-
':'-’Undang Dasar E%S serta Wawasan Nu—
““santara. : S
Dari ‘segi- pembangunan kenyataan it
“'akan “memberi “dorongan dan peluang
“yang lebih besar kepada Daefah Tingkat
' II'untuk membangun dirinya secara in-
"% “tensif, karena akan'senantiasa terlibat ke
“+"dalam suasana kompetitif dengan Dae-
#'Fah-daerah Tingkat II lainnya.” =
'3 "Dari'segi- administrasi pemerintahan ‘di
- ‘daerah, keterbatasan ‘ruang lingkup wila-
~“yah padaDaerah Tingkat IT'ita sekaligus
- memperkecil rentang kendali -{spen of
“control} ‘penyelenggaraan pemerintahan,
‘‘pembangunan dan pelayanan masyara-
“kat,” schingga pelaksanaan  tugas-tugas
~desentralisasi, ‘dekonsentrasi dan tugas
““.pembarnituan &kan lebih terjamm efekti
: "---'v;tasnya S
4. 'Dari segi administrast -p'emerintahan na-
“sional, peletakan titik berat ‘otonomi pa-
“..da Daerah Tingkat 11 memungkinkan di-
“pusatkannya perhatian dan pengkajian
tentang pembinaan- otonomi pada satu
sasaran utama. Dengan demikian, lambat
laun pemermtah propms; Daerah Tingkat

aerah ngkat 1 telah ‘menempatkan- - -
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tuan, Pada:posisi yang seperti-itiy,
“‘rintah ‘propinsi: Daerah- Tingka
berperan secara lebih efektif sebag:
“ngawas. dan pembimbing. bagi Daerah
“Tingkat 1I:di dalam mengemban_-hakjdan
“+‘kewajiban ‘otonominya. Penegasa .yang
““demikian akan lebih mendorong: em'ferm
" “tah pusat untuk “merumuskan dan ‘me-
* mantapkan suatu - kerangka’ operasmnal
‘tentang otonomi yang nyata dan bertang—
.gung jawab, . : -

Penuhs txdak berpreten:«u bahwa ke mpat
pokok pikiran yang merupakan m_L' preta51
penulis atas motivasi Pasal 11 ayat (}) Un-
dang-undang No. 5 /1974 itu mengandung
kebenaran mutlak. Tetapi sekurang—}{ufangn
nya dua di antara empat pokok pikiran itu,

‘yakni butir 1 dan 4 memiliki validitas teori-

tis. Adapun terhadap butir 2 dan 3 sedikit

‘banyak -harus penulis.akui bahwa di dalam-

nya terkandung sifat argumentatif, ;namun
tefap:di dalam :kerangka.yang rasional- ..

_ Berdasarkan 1nterpreta51 itu lebih’ langut
penuhs ingin menegaskan bahwa peletakan
tmk berat otonomi pada Daerah ngkat 11

: mf:mxlakl relevansa yang kuat terhadap upaya

pembmaan suatu landasan sisiem pemerm—
tahan daerah yang secara Ronszsten mendu~
%cung kernantapan dan kelestarian eks:stenm
MNegara Kesatuan Repubhk Indonesia yang
berdasarkan Pancasxla dan Undang—Undang
Dasar 1945 dan ber-Wawasan Nusamara Ji-
ka tesis ini dapat diterima, maka secara
obyektif kita teiah dihadapkan pada tan—
berat otonomi yang nyata dan bertanggung
jawab itu pada Daerah Tingkat II. Tantang-
an ini hanya mungkin dijawab melalui ke-

..E : Exc'.u i tih uwuaxuuu&au E..J.il .‘:cuagcs
wakil pemerintah pusat, vang tiiik berat
penyelenggaraan tugasnya bertumpu pa-
-da asas delionsentrasi dan tugas pemban-

THETETT Pt i peme T T s sl pl

hak vang sangat berkompeten uniuk.mem-
beri landasan yang kuat dalam pelaksanaan
Undang-undang No. 5/1974.
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S :Dengan mengikutl uraian di atas dapat-
Aaby d1s;mpu1kan, bahwa ketentuan tmk be-

yang dzletakkan pada Daerah ngkat 11 ter-
. _seb_ut Juga___ha"us dipandang sebagai pelaksa-

naah prinsip otonomi yang nyata, -dinamis
- - dan’ bértanggung jawab.dalam arti urusan-
urusan yang diserahkan kepada daerah seba-
gai urusan otonominya dapat diselenggara-
kan'dengan baik dan dapat meningkatkan
pelayanan masyarakat serta ‘meningkatkan
gﬁéi_aksa"ﬁaéﬁ"'pémbang’unan. Uraian lengkap
tentang arti-prinsip otonomi yang nyata, di-
namis‘dan bertanggung jawab tidak dapat
disa;}kan disini %{arena keterbatasan ruang
dan wakiu. '

" Di samping apa vang dikemukakan di
atas peletakan titik berat otonomi pada Dae-
rah Tingkat I juga berdasarkan pertimbang:
an bahwa Daerah Tingkat I--lah yang lebih
langsung berhubungan dengan masyarakat,
sehmgga diharapkan dapat lebih mengerti
dan memenuhi aspirasi-aspirasi masyarakat
(Penjelasa'l ‘Umum Undang~undang MNo. 5
'I‘ahun 1974 angka 4 a (2)). Dengan demiki-
an, secara operasmnal akan lebih banyak
urusansurusan pemerintahan diserahkan ke-
pada pemenntah Daerah Tingkat I}, teruta-
ma’yang’ menyangkut pelaicsanaan, keter-
kaatannya dengan lokasi {locarion bound)
dan peiayanan masyarakat {public service).
Sesual' dengan ketentuan Pasal 11 ayat {2)
1ind ngdang Mo, 8 Tahun i@']g neiakes.
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telah disinggung pada alinea terdahulu mem-
peroleh respons yang setepa&tepatnya.'{}n-'

tuk menjawab pertanyaan ini perlu ‘dikaji =~

perkembangan otonomi daerah setelah ber-
lakunya Undang-undang No, 5 Tahun 1974,

Perkembangan ()imwsm Daerah Se-

lama Beriakunya Undang-undang
Nﬂ. &Tahun 1974 i

Pada bab texdghulu teiah d151mpuikan
bahwa tmk berat otonomi pada Daerah
ngkat i merupakan jalan keluar yang
baik untuk mengatasi _ke_lemahan~keiemahan
otonomi bertingkat yang dianut selama ini.
Juga telah dikonstatir bahwa pertimbanganr
pertimbangan palms lebih menon_]ol d;ban—
dmgkan dengan pertxmbangampertxmbang—
an teknis admlmstratxf da}am operasmnah—
sasx asas deseutrahsasx dengan pemberian
otonom; pada daerah«daerah Dalam per-
kembaﬂgan lebih lanjut keadaan ini telah
mengak;batkan rendahnya kemampuan pe-
merintah  daerah, terutama pada Kabu—
paten/Kotamadya Daerah Tlngkat 11 di
dalam mengemban fung31 dan kewenangan
otonommya Jika keadaaﬁ ini ditelusuri se-
cara -sistematis, akan dldapatl adanya dua
faktor yang saling berinteraksi ‘di dalam
mendorong lemahnya kemampuan pemerm—
tah daerah ity yaitu:

1. Terbatasnya poten51 dan sumber-sumber
daya, khususnya di bidang ekonomi dan
kenangan yang dapat digarap sebagai
sumber pendapatan asli daerah di setiap
kabupaten/kotamadya Daerah Tingkat I

sesuai peramran yang beriaku
J'.:.‘tar-‘_‘_- P ] e

by

naan 'tmk bwrat otonomi pada Daerah Ting-
kat_ II ‘diatur lebih lanjut oleh peraturan
pemerintah. Yang menjadi masalah seka-
rang sudahkah tantangan ini sebagaimana

pemenmah atasan untuk menambah jum-
lah urusan dan/atau kewenangan mengo-
lah sumber-sumber pendapatan yang le-
bih besar kepada Daerah Tingkat 11, Ke»



3tergantungan Daerah Tingkat I -kepada
: Daerah Tlngkat I da}am hal:penerimaan
i rﬁsamurusan yang. bersifat otonom sa-
Bt ngat- uat Tanpa kehendak Daerah ng—

: :'Gadjah Mada mengungkapkan bahwa tmg—
kat ketergantungan Pemerintah Daerah
ngkat_ll terhadap Pemeriniah Pusat berki-

sar-antara 41% hingga 92%. Kalau dikait-
kan' dengan anggaran }?emenntah Daerah
ngkat_ 11, berart: hanya berknsar antara

7,19% ﬁmgga 59% dari APBD Dagrah Ting-

: '%cat I£ berasal darl Pendapatan Ash Daerah
(PAD), sedangkan sisanya berasal dari sub~
sidi Pemenntah Pusat dan Propinsi Daerah
ngkat' 1 (Laporan Team halaman 12} Fak-
ta ini tldak secara mutat:s mutandls ‘mencer-
mmkan kuantxtas sumber—sumber PAD yang
_dumhk; karena faktor kemampuan apara-
tur Juga turut memamkan peranan Laporan
pene];t;an 1tu mengkonstatzr kendaxmampu—

an aparatur untuk memanfaatkan secara
makmmai sumber«sumber PAD yang terse-
dia, di’ mana realisasi penggarapan sumber—
sumber pungutan hanya berklsar antara
'31% hingga 58% (Laporan Team halaman
1 3) o

Dalam pada itu, team penelm juga telah
memben mformasz vang cukup berarti ten-
tang kemampuan Kotamadya Daerah Ting
kat H menyelenggarakan urusan rumah
tangganya Dengan mengambil sampel pada
11 buah ¥otamadya Daerah Tingkat 1 da-
pat d;ketahm_ bahwa kemampuan rata-rata

 mereka yang menyelenggarakan antara dua
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sional peranan dan keterlibatan pemé "'n'tah

bangunan d1 mana perbandmgan an_
na pembangunan sektorai dengan dan Y

selama Pelzta III kurang Iebzh 1:3: D
angka-angka perbandingan ini belum terma-
suk dana pemerintah pusat yang_d:s_alggkan
melalui berbagai proyek Inpres, --yang-jée}_a;na
Pelita 111 hampir mencapai dua kali lebih be-
sar - daripada - seluruh dana . pembangunan
APBD pada periode yang sama. Perban-
dingan ini tentu mengalami perubahan da-
lam Pelita IV dan dalam Pelita V yang akan
meningkat lebih tajam lagi dengan semakin
bertambah besarnya APBN baik untuk ang-
garan ruiin maupun untuk anggaran pemba-
ngunan yang disalurkan melalui ‘proyek-
proyek sektoral, Inpres maupun Subsidi
Daerah Otonom (SDO). J:

Dalam enam belas tahun terakhir ini sa-
ngat sedikit Daerah Tingkat II yang be hasxi
memperoleh tambahan jumlah urusan, _ke—
wenangan dalam mengelola sumber—sumber
PAD dalam rangka pengembangan. otzmo—
minva baik dari Daerah Tingkat I maupun
dari Pemerintah Pusat. Urusan yang telah
diserahkan kepada Pemerintah Daer_ah_:’f_i_ng-
kat I berjumlah 19 macam, dan dari 19 ma-
cam urusan tersebut sebanyak 11 urusan te-
lah diserahkan kepada Daerah Tingkaf II
(Muslimin, 1986). Perlu juga dicatat bahwa
urusan yang dimiliki cleh berbagai Propinsi
Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotama-
dya Daerah Tingkat II satu sama lain ber-
beda jumlahnya. Keadaan yang sempa Jjuga
berlaku terhadap jumiah dan jenis PAD

hingga tujuhjenis urusan adalah hanya sebe-
sar 49,66% (Laporan Team halaman 101).
Khusus mengenai sektor anggaran, terlepas
dari subyektivitas kondisi lokal yang diteliti
oleh team, harus diakui bahwa secara na-

yvang dapat dikembangkan pada Daerah~
daerah Tingkat II. Otonomi formal yang
seperti ini jelas kurang mendorong kreativi-
tas aparaiur Pemerintah Daerah ngkat Ii,
di samping itu secara konsepsional keadaan
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' yang d@niik_ian #idaklah sesuai dengan haki-

B¢ nom; daerah yang terkandung daiam
. Undang—undang Mo. 5 Tahun 1974, yaitu
'otonomi yang myata, dinamis dan bertang-

- gung jawab__ dengan titik berai otonomi dile-

takkan a_da }‘)aerah Tingkat I1I hmgga de-

wasa ini belum terealiasi. Hal ini disebabkan
oleh berte 1 unya beberapa faktor yaitu:

11;.1-__ Keterbatasan sumber-sumber dana vang

. .H._E;:,.t_grsgdia’_ i . N .

2.-Relatif. l_emahnya kemampuan aparatur,

3. Pola. hubungan kewenangan otonomi
~yang kurang proporsional antara Daerah
- Tingkat-IL.dan Daerah Tingkat II,

3, Kurang intensifnya bimbingan Pemerin-

izh Atasan.

. Butir-butir kesimpulan sementara yang
dikemukakan di atas, sekaligus merupakan
pokok-pokok permasalahan yang kini se-
dang dihadapi oleh pemerintah di dalam
upaya meletakkan titik berat otonomi pada
Daerah Tingkat 11. Untuk mengatasi masa-
lah'ini kiranya perlu segera diambil langkah-
langkah-sebagai berikut.

Mé}npgi‘c'epgz" penyerghan urusan-
urusan pada Daerah Tingkar 1T

- S_epe_rti yang telah dikemukakan pada
uraian-nraian di muka, keterbatasan jumiah

L k_zi'tl'otq'r_i_biﬁi_ _'ya'ng diberikan kepada daerah-
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rah Tingkat II di Indonesia. Keseluruhan pe-:
nyerahan urusan ini, tak terkecuali bagi:

Daerah Tingkat I, selama enam belas tahup>

berlakunya Undang-undang No.- 5 Tahun
1974 hanya terdapat dua jenis urusan yang:
telah diserahkan oleh Pemerintah Pusat, se-

mentara pada kurun waktu Undang-undang
No. 18 Tahun 1965-{sembilan tahun) sama-
sekali tidak ada penyerahan urusan. Jadi;
dari 19 jenis kewenangan formal yang telah:
diserahkan oleh Pemerintah Pusat, 17 dian--
taranya berlangsung -selama periode Un--
dang-undang MNo. 22 Tahun 1948 (8 urusan).
dan Undang-undang Mo, } Tahun 1957 (9 :
urusany. '

Oieh karena ltu, perlu klranya segera
diambil langkah—iangkah untuk memperce-
pat penyerahan . urusan-urusan pemerin-
tahan tertentu kepada Daerah-daerah Ting-
kat I1. Dalam penyerahan urusan-urusan pe’-"
merintahan ini tetap dipedomani asas desen-
tralisasi yang seimbang dengan asas dekon-
sentrasi dan asas tugas pembantuan I)ekon- '
sentrasi dilaksanakan apabila menyangkut
Urusan-urusan yang mempunyai lingkup na-
sional, bersifat strategis, koordinasi, pembi-
naan dan pengawasan yang titik beratnya
pada Propinsi Daerah Tingkat |, Desentrali-
sasi yang disertai otonomi daerah dilaksana-
kan, apabila menyangkut urusan-urusan
yang bersifat operasional (pelaksanaan), ter-
kait dengan lokasi {location bound) dan pe-’
layanan masyarakat (public service), yang
titik beratnya pada Daerah Tingkat I1.

Memperiuas Sumber Pendapatan
Asli Daerah Tingkat IT _ '

pada Daera}ydaerah ngkat II meripakan
faktor-faktor prinsipial yang menvebabkan
kurang efektifnva pembinaan otonomi Das-

Seiring dengan penyerahan urusan-urus
an pemerintzhan seperti yang telah diural-.
kan pada angka 1, juga harus diikuti dengan
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periuasan sumberdanayang termasuk ke
:daiam kategon PAD dan pemlaxan kembali-
'"terhadap pola penmbangan keuangan yang:
_ seiama ini berlaku Beberapa ‘hal yang dapat:
' segera dlpernmbangkan dalah:bentuk ' bagi.
_ hasﬂ pajak” ( tax sizare) antara })aerah Ting..
: ;mgkat ity sepem telah dilaksana--
-..”'.kan_daiam hal ini Pa;ak Bumz dan Bangunan‘:

' (PBB), yaitu tax share Pajak Kendaraan Ber.-
motor : (_P:KB)_,. Pajak-Bahan Bakar Minyak

(BBM).' Lain-dari: itu -peningkatan subsidi
dalam bentuk *!block: grants,” -kredit lunak

unfuk keglatan yang bersifat’?usaha’’ seper--

ti'Inpres pasar, péngembangan sistem *’ swa-
dana’’ {cost recovery} seperii misalnya ru-
mah sakit, sekolah, balai latihan, balai pene-

htzan baleu bemh dan sebagamya akan 1eb:h_

cocok dengan maksud pembenan otonomi

yang titlk beratnya dlletakkan pada Daerah__

ngkat II

Memei{arkan Stmkfur Grgammsz
Pemerm mh Daemh ngkat '

. _:De_n_gan__ ) _b_ertamba_h_nya . UrusAR-Urusan
vang akan diserahkan kepada Daerzh Ting-
kat.Ii, sebagaimana halnya dengan periuas-
an sumber-sumber. pendapatan asli daerah
(PAD), maka pemekaran struktur organisasi
Pemerintah Daerah Tingkat II merupakan
sesuatn yang akan diperlukan. Tentu, saja

pemekaran dimaksud harus secara kreatif,

mengiringi . berkembangnya volume . ker}a
dan tuntutan teknis vang melekat pada se-
tiap segi penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di daerab-daerah yang ber
sangkutan. Dengan demxkzan pola peme-
karan organisasinya akan tetap mengikuti
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+Dalam pemekaran struktur. orgamsasz ind
knta Jangan.sampai terjebak pada: ”tuntman
uniformitas yang berlebih-lebihan® sehmgga
kurang-mampu mengadaptasi kondisi da&
rah yang berbeda—beda Strukmr orgamsasx

yang kegiatan pokoknya d1 bldang in __ustn
dan jasa, Kondisi Kabupaten Daerzh Ting-
kat ‘Il dan Kotamadya Daerah Tinskat II
yang berbeda-beda mempunyai dampak ter-
hadap struktur organisasi. Jalan yangj:pei_ling
baik jalah dengan menetapkan strukiur or-
ganisasi dengan unit-unit yang bersifat mini-
mal seragam ‘dan unit-unit yang: befsifat
situasional-kondisional, (S. Pamudji, 1980)

Merzmgkatkarz Pembinaan Apamtur '
Pemeriniah Daerah Tingkar H

-Balam --pada ifu, upaya pembinaanapa»
ratur baik dalam arti peningkatn kemam-
puan profesional maupun pengisian formasi’
secara maksimal sesuai dengan tuntutan or-
ganisasi dan beban kerja yang dihadapi,
tampaknya tidak terhindarkan. Hal ini me-
rupakan konsekuensi administratif yéfx_é’s'c—
naniiasa menyertal dinamika peningkatén
daya guna dan hasil guna organisasi peme-
rintah Daerah Tingkat 11, Oleh karena itu, di
dalam proses penerifmaan aparatur, terutas

pEtinjaE- BETHIUK O yang digariskan
oleh Pemerintah Pusat, disertai berbagai pe-
nyesuaian - terhadap fungsi-fungsi spesifik
yang ‘menonjol debagal ciri pemeriniahan
pada daerah-daerah tertentu.

ma pada japatan-jabatan yang bersifat tek-
nis pemerintahan, perlu diperhatikan pertim-
bangan kemampuan profesional tersebut’ di
samping pertimbangan-pertimbangan kepri
badian dan integritas kepemimpinan yang
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': 'ntuk memngkatkam daya guna dan hasil
‘guna’ pegy_eleﬁggaraan pemerintahan  -di
~daerah terutama dalam pelaksanaan pemba-
“ngunan dan pelayanan terhadap masyara-

- két' akan dapat. diwujndkan.

Dengan tmk ‘berat otonomi yang diletak-
' kan pada Daerah ngkat 11, vang berarti se-
_ bagian be_sar beban kerja juga akan berada
pada Dél’éféh"’i“ingkat 11, dengan sendirinya
memerlukan tenaga pegawai yang bersifat
pmfesmnal dan ahli dalam berbagai bidang.
Aparatnr ini harus dipersiapkan dan dididik
tingkat_perguruan tinggi (kesarjanaan)
dan pefiu memperoleh pengalaman kerja
yapg pnmang Munwkm ada di antara mere-
ka yang'dalam perkembangan karier selan-
}umya tldak tertampung dalam Jabatan-
jabatan strukturai yang jumlah dan jenjang-
nva pada pemermtah Diaerah Tingkat 11 sa-
ngat terbatas “‘Untuk mengatasi masalah ini
periu diciptakan jabatan fungsional di Dae-
rah ngkat II tersebut, Dalam jalur jabatan
fungsmnai itu seseorang_ dapat mencapai
tingkat jabatan dan pangkat tertinggi, se-
hingga dengan demikian tenaga-tenaga ahli
dan-profesional tersebut akan tetap tertarik
untuk bekerja pada Daerah-daerah Tingkat

La*}gkah seian;utnya untuk Jangka

jumiah dan dapat pula diartikan sebagai-pe: o

mekaran jumlah Daerah-daerah Tingkat 11

yang - sudah ada. ‘Penataan. kembali dalam

arti yang.mana pun memerlukan penelitian -

yang.mendasar -dan. menyeluruh’ terhadap =
faktor-faktor .yang -bersifat statis (kondisi- .=~ -
geografis yang mencakup luas wilayah, letak: -
dan potensi sumber daya alam termasuk fau-
na dan flora) maupun faktor-faktor dinamis N

(ijumlah dan penyebaran penduduk, potensi -
ekonomi, dan lain-lain) vang-terdapat pada
setiap-wilayah. ‘Hal ini. diperhukan .agar--dae,_'
pat diproyeksikan secara tepat tingkat ke,
mampuan suaty wilayah untok mengemban
tugas-tugas . desentralisasi dengan  otenomi.
vang nyata dipamis dan bertanggung jawab,

Khusus terhadap aspek ._g‘ecg:afis_'yang.
berkenaan dengan penetapan batas wilayah
bagi Daerah-daerah Tingkat II yang terletak
di sekitar pantai dan/atau wﬂayahnya men-
cakup kepulauan, sudah selayaknya dlpier-
kan suatu kebljaksanaan nasmnal yang rne-_
netapkan batas wilayah laut yang secara de-
fmxtif berada di’ dalam ]mgkup Rewenangan
pemermtah di daérah itu dengan tetap berpe-
gang pada Wawasan Musantara (S. Pamu-
dji, 1983) Dengan nempemmbangkan ha—
sil- hasﬂ penehuan ini dapat ditetapkan satu
unit wxlayah vang akan mengad} Daerah
ngkat i dengan berpegang pada kcseras;~
an antara pemmbangan~pert:mbangan tek-«
Bis admlmsiranf dan pernmbangan politis,

Semua langkah—langkah vang dikemuka-
kan di atas sesungguhnya merupakan suatu
keharusan poliiik, jika kita - kembali menya-.
dari bahwa makna dari pasal 11 ayat (1} itu
meniliki orientasi yang jauh ke’ depan dan
secara langsung berkenaan dengan upaya pe—

Wdiﬂu ys:mg agaz& 1aHTE, pﬁ:nu mpm mnuauy
kan pentmgnya melakukan pﬂnataan kem-
bah Ba"'ah—daerah ngkat I. Ini dapai
dxa_rtain_:_an gebagax re-grouping atau penciutan

.i{':&idliﬁil mmmu rc.am:.u-nauau J.w:gaaa R%.ﬁb -
tuan Repubhk Indonesia vang berdasarkan
Pancasila dan UU 1945, dengan Dokmn Na—
smnai Wawasan Nusamara
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T Desentralzsam pemerltahan di Negara Re-'

'pubhk Indones;a memberikan - wewenang

~‘otonomi: kepada daerah-daerah;’ sepanjang

' sejarah mu}al ‘darit ‘Zaman: pen_]ajahan Be-
land ,‘;lpendudukan Jepang sampax zaman

Kemerdekaén 'yang' merupakan: peristiwa
yang berkesmambungan, menunjukkan ada-
nya keinginan untuk-melaksanakan desen-
tralisasi'yang rasional‘dengan otonomi ber-
tingkat:dan’ setapak’ demi’setapak mengarah
kepada ‘modernisasi ‘pemerintahan dan ad-
ministrasi© ‘negara. ‘Praktek " desentralisasi
vang'demikian itu ternyata mengandong ke
lemahan-kelemahan dan akhirnya perhu di-
cankan alternatif lain. Alternatif dimaksud
adalah suatu kea_daan 1deal sebagaxmana di-
garxskan dalam Tap MPR No. IV/MPR/
1978 dan Undang—undang Mo, 5 Tahun 1974
yaitu swatu cita-cita terwujudnya desentra-
lisasi dengan otonomi yang nyata, dinamis,
dan bertanggung Jawab dengan titik berat
otonoml diletakkan pada Daerah Tingkat I1,
Sayangnya, walaupun Undang~undang No,
5 Tahun 1974 sudah. berlaku kurang leblh
enam . belas iahun _namun . keberadaan
Daerah—daerah ngkat 11 belum banyak me-
ngalami perubahan artinya, fakta yang ada
masxh Jjauh dan cita~cita yang diinginkan,
Ada beberapa penyebabnya yang aniara lain
adaiah keterbaﬁasan sumbcr—sumber dana
relatif lemahnya aparatur, dan pola hubung-
an kewenangan otonomi yang tidak propor-
sicnal antara Propinsi Daerah Tingkat T de-
ngan Daerah Tingkat H

Mengmgat cxta—cﬁa tersebut merupakan
keadaan ndeal bmk dikaitkan dengan segi
.Dﬁlitik, segl pembang gi administrasi
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cita tersebut.. Upaya dimaksud: khusizsnya
meliputi:mempercepat penyerahan i”_u'i-_ﬁi';;an—
urusan otonomi kepada Daerah-Tingkat 11,
perluasan: sumber-sumber pendapatan, - pe-
mekaran - strukiur -organisasi Pemerintah
Daerah: Tingkat 1I (kabupaten: dan kota-
madya); meningkatkan pembinaan aparatur
pemerintah daerah termasuk penciptaan ja-
batan-jabatan fungsmnal di Daerahmdaaah
Tingkat:I1.:Untuk jangka panjang periu di-
lakukan penataan kembali w11ayah~w;iayah
Daerah ngkat ii. :

Akhirnya dapatlah ditarik kesimpulan
bahwa Undang-undang Ne. 5 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Dae-
rah yang telah merumuskan prinsip otonomi
yang nyata, dinamis, dan bertanggung jawab
serta meletakkan titik berat otonomi pada
Daerah ngkat i1 pada hakikatnya merupa-
kan keputusan politik vang secara konszsten
mendukung Sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Repubhk Indonesiz yang berdasar-
kan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1245 dengan Doktrin Nasional Wawaéan
MNusantara, Gleh karena kenyvataan yang. kxta
hadapi.dewasa ini, di mana titik berat oto-
nomi tersebut belum secara nyaia tercermm
pada keberadaan Daerah-daerah ngkat i
di Indonesia, maka jelas menuntut, dﬂaku—
kannya perubahan kebijaksanaan yang- ber-
sifat mendasar baik dalam artian poh;;s
maunpun teknis administratif.

Langkai-langkah ke arah itu hanya
mungkin dilakvkan, jika Pemeriniah Pusat
telah merampungkan Peraturan Pemerintah
(PP) sepem yang dimaksud oleh ayat (2)

o Dln & T'ahun 1G4

pemerintahan daerah maupun dikaitkan de-
ngan -segi pemerinighan nasional, maka
periu segera dilakukan upava dengan lang
kab-langkah nyata untnk mewujudkan cita-

Da!am Paraturaa Pemermtah tersebit hams
termuat materi-materi yang menyangkut an-
tara lain tentang jenis urusan yang diserah-
kan kepada Daerah Tingkat If, tentang pro-
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~sedur p'enyera;han urusan, tentang batas
““waktu proses penyerahan urusan, pelimpah-
an - atan - -penugasan -pegawai-pegawai ke
D er_ah Tingkat II, tentang perincian sum-
s "_-ber-"sumber pendapatan ash daerah dan se-

gkati awal kiranya perlu dipk. -
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kirkan kemungkinan untuk melakukan pilot
proyek kabupaten dan/atau kotamadys

Daerah Tingkat 1I yang dipandang meme- = R

nuhi syarat-syarat otonomi yang nyata, di-

namis dan bertanggung jawab, serta secara

E makro memiliki unsur-unsur obyektif seperti .
" yang dimaksudkan’ ‘Pasald ayat ¢)] Undang— o
undang No S Tahun 1974 .






